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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 74 TAHUN 2013
TENTANG

PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

1.

bahwa dalam rangka penambahan kelengkapan
pakaian dinas harian Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu mengubah
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
2267/MENKES/SK/XI1/2011 tentang Pakaian Dinas
Harian (PDH) dan Tanda Pengenal Bagi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kesehatan tentang Pakaian Dinas Harian
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian
Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
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Menetapkan :

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5153);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 76 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009
tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian
Negara;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara;

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang
Jenis-Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun 2010 Nomor 585)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PAKAIAN
DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
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Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna
yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat
darurat.

Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat KKP adalah
unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Kemenkes adalah
lembaga negara yang bertugas melaksanakan pembangunan di bidang
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian
seragam yang dikenakan oleh PNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan
untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

Pasal 3

Setiap PNS yang bekerja di unit utama dan unit pelaksana teknis di
Lingkungan Kementerian Kesehatan wajib mengenakan PDH.
PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. baju dan rok/celana; dan

b. kelengkapan PDH yang meliputi topi, pin bakti husada, dan tanda
pengenal.

Untuk PNS perempuan yang mengenakan jilbab atau kerudung,
warna jilbab atau kerudung menyesuaikan dengan warna baju PDH.

Pasal 4

Model baju dan rok/celana PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (2) huruf a dan huruf b dibedakan antara PNS perempuan dan
PNS laki-laki.

Spesifikasi model dan warna baju dan rok/celana PDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Model kelengkapan PDH berupa topi dibedakan untuk Menteri, Wakil
Menteri, Pejabat Eselon |, Pejabat Eselon Il, dan Pejabat Eselon
/1 /staf.
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